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Tentang
STATUS SALDO KARTU UANG ELEKTRONIK YANG HILANG

o A

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI pada tanggal 29 Jumadil Ula
- 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M, setelah :

MENIMBANG : a. bahwa dalam praktik kehidupan modern telah berkembang
penggunaan kartu uang elektronik (e-money, Brizzi, Flazz,
TapCash, dan sejenisnya) sebagai alat pembayaran dan
penyimpanan nilai untuk memudahkan transaksi keuangan;

b. bahwa dalam pelaksanaannya, sering terjadi kerusakan kartu atau
kehilangan kartu uang elektronik yang menimbulkan
permasalahan hukum terkait status saldo yang tersimpan di
dalam kartu tersebut, baik dari sisi kepemilikan maupun tanggung
jawab pihak penerbit dan pemilik;

c. bahwa saldo uang kartu elektronik pada hakikatnya merupakan
harta (mal) milik pengguna yang dititipkan atau dipinjamkan
kepada penyelenggara jasa keuangan, sehingga segala bentuk
pengelolaan, pengurangan, atau penghapusan nilai harus
dilandasi akad yang sah dan disertai dengan ridha (kerelaan)
pemilik; dan

d. dahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas,
maka Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia 2025
memandang perlu menetapkan fatwa tentang Status Saldo Kartu
Uang Elektronik Yang Hilang untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT.

a. Ayat-ayat tentang larangan bermuamalah dengan cara yang batil,
antara lain:

151 &3 53,5 13RI &A1 1 T 153005 Jolally w8 @ST1541 15K ¥
g 4 To % o0 207 ° s @
0alad ails {Nyu gALth

“langanlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang

batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada

para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian
harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. “

(QS Al-Baqarah [2] 188)
ool b Bl 536 &1 1 bl w&6% $K01541 5KE ¥ 1361 Gl
(i o, O A 51 AS AT 13l ¥ Ak

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali
berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Al-Nisa [4]: 29)
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b. Ayat al-Qur’an tentang perintah saling tolong menolong dalam
kebaikan dan larangan tolong menolong dalam dosa, antara lain:

< Eladl 198515.0 1505015 <3N Je 135505 Yo 3yails 1 e 135 .
“..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat
berat siksaan-Nya.” (Q.S. al-Ma’idah (5): 2)

c. Ayat tentang tata cara melakukan transaksi:

ARG Gad JaT ) sy &55155 1311550 3l T
"Hai orang yang beriman Jika kamu bermu'amalah tidak secara

tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.. " (Q.S. Al
Bagarah (2): 282)

d. Ayat tentang perintah untuk menepati setiap akad:

"Hai orang yang beriman ! Tunaikanlah akad-akad itu -.." (Q.S. Al
Maidah (5):1)

e. Ayat al-Qur’an tentang perintah menunaikan Amanah, antara lain:

el ) G 15385 O w32 il &)
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya...”.” (Q.S. Al-Nisa’ (4): 58)

f. Ayat al-Qur’an yang menekankan kewajiban menegakkan keadilan,
antara lain;

olsils Jaadl 34l &)
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan...” (QS. An-Nahl [16]: 90)

2. Hadis Nabi SAW:
a. Hadis yang melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan
bahaya, kerugian, atau kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang
lain:

o9yt 5 W5 e ¥ o1y 4ile A o U1 gy JB: JIB li il o2
d>le 0.3[9 Lo
"Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh

membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang
lain.” (H.R Ahmad dan Ibnu Majah)

b. Hadis tentang perintah untuk menepati kesepakatan dalam
perjajian antara lain:

B Ul O 00z 2l B R o 955 o Ul ik of 4K B
Je Gsalidlz (aha 351 315 255 Gelis ¥) Gnelell G S35 Aty

ks 35151 s 255 (2 ¥) abogy
“dari Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf dari bapaknya dari
kakeknya, sesunggguhnya Rasulullah saw bersabda: “Shulh
(penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh
dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan
kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
(H.R. Abu Dawud)

-
i
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c. Hadis tentang larangan perbuatan zalim:
Slalls Qladt G5 (eIl 1985 el Jolis JIB B - e <l o3y - pl3 (25

Al 5531 &1 O8 (e SUIAT A6 A A1 1,4315 sl 2
“Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah % bersabda:
"lauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan-
kegelapan pada hari Kiamat. Dan jauhilah sifat kikir, karena sifat kikir
itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian.” (HR. Muslim)

d. Hadis tentang barang temuan (luqathah), antara lain:

o

Al Tafill o »: J16 -y dele bl o (o211 2 501 A 03 5 52
Lo 215 (13 LR o o3 302 (3,218 W15 1 215 13 A Ly

s algy .« ale AR L&S}Eb
Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau
bersabda:“Barang siapa menemukan barang hilang (luqatah), hendaklah ia
mengumumkannya selama satu tahun. Jika pemiliknya datang (dalam
setahun itu), maka serahkanlah kepadanya. Jika tidak datang, maka
hendaklah ia mengetahui jumlah (nilainya) dan pengikatnya (ciri-cirinya),
kemudian boleh ia memakannya (memanfaatkannya). Namun jika suatu

saat pemiliknya datang, maka wajib ia mengembalikannya kepada
pemiliknya.” Hadis Riwayat Muslim.” (H.R. Muslim)

of Al aladll o2 8 <yt dide die 4l i) 0l s by 35 02
AAaiild (355 T G5 Ai bt @ (alie) aeKy (a2l :(LES 35
Allia e 40las .44]) 505 A0 e Lo LI 25 15 < Hie Saysh 5
Sl (s 21 3,5 (baliwg sl s e S5 Les (s ol L :lad )

A 5 ElisY 5T A0 e 3B (S B LA e Alag 1 i B
“Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ‘anhu Rasulullah ditanya
tentang barang temuan berupa emas atau perak, lalu beliau bersabda:
‘Kenali pengikatnya dan bungkusannya, lalu umumkan selama satu
tahun. Jika tidak ditemukan pemiliknya, maka manfaatkanlah, namun
tetaplah menganggapnya sebagai titipan. Jika suatu hari pemiliknya
datang, maka serahkanlah kepadanya.” Kemudian beliau ditanya
tentang unta yang tersesat, maka beliau bersabda: ‘Apa urusanmu
dengannya? Biarkan saja, karena ia memiliki sepatu dan tempat
minumnya sendiri. la bisa pergi ke sumber air dan memakan
pepohonan hingga pemiliknya menemukannya.” Beliau juga ditanya
tentang kambing, maka beliau bersabda: ‘Ambillah! Karena kambing

itu bisa menjadi milikmu, milik saudaramu, atau milik serigala.” (HR
Bukhori-Muslim).

e. Hadis tentang larangan untuk mengambil harta tanpa hak, di antaranya:
O 8 V106 3 0l Joly O ot 4l (o2 45 (e (BN 355 il (e
e bl ) ol (5,41

“Dari Abu Hurrah ar-Ruqasyi, dari pamannya radhiyalldhu ‘anhu,

bahwa Rasulullah SAW bersabda:“Tidak halal harta seorang Muslim
kecuali dengan kerelaan dari dirinya sendiri.” ” (HR. Ahmad)
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f. Hadis tentang perintah menunaikan amanah, antara lain:
AT o J G 3T @ < oy JB UG L A (025 B535h ) 523
A5 fodayills 3515 53l 3155 CLLS Ga LA5 Y
“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan sesuatu
kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang

berkhianat kepadamu.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi no. 1264 - dan
dinilai hasan (baik) oleh at-Tirmidzi.)

g. Hadis tentang larangan jual beli yang mengandung gharar:
ol o cellae B2 € O o8 G5 G Ak () Lgdl W05 A3l W

"l a b lies e W i 1 Us iy 53 0B e
Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkata: ‘Rasulullah ¥ melarang
jual beli gharar (jual beli yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi,
atau risiko tinggi yang tidak wajar) . (HR. Ahmad bin Hanbal)

h. Hadis yang menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian dalam dalam
pengelolaan sumber daya umat:

JU & Esiasiis Yia, S Yok 85 (o) Bdeie 2018 %5, A5 G2

<<

.«Z’LBL’@J\ ‘334: jL‘J\ MB’ AL ‘5524.;4 ;U\

Dari Khawlah al-Anshariyyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: “Aku
mendengar Nabi ¥ bersabda:”Sesungguhnya ada orang-orang yang
mempermainkan (mengutak-atik, memakai sembarangan) harta
Allah tanpa hak. Maka bagi mereka neraka pada Hari Kiamat.” (H.R
Bukhori)

3. Kaidah fikih:
oAl e QIR 85 S Bl o231 5 et

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya.”

AUl 5all Lgy il 3 (LY

“Asal hukum syarat dalam akad adalah sah dan mengikat.”

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”
gl ol g5l Syl
“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu

yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan
syariat).”

252 Loyl sk Laga]
“Sesuatu yang sudah dikenal (menjadi kebiasaan/‘urf) itu seperti syarat
yang ditetapkan secara syariat.”

S 13] as sy (ols ki€ L 525 wslall Jo a5l ey 201 A5 &)

odlalall g 258008
“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersamanya
adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal,

seperti mata uang dalam muamalat..” (Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi
Anwa’ al-Furugq, j. 2, h. 228)
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1305 33l alls 15 die Yotz sole 3 ik e L o83 K Bael s I e
“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang
didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat)

menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu,
jika adat berubah, maka hukum pun berubah.”

a5 13535 asle 4 3o &l
“Hukum itu berputar mengikuti illatnya, baik ketika illat itu ada maupun
ketika illat itu tidak ada”

aslially bosia 1051 e playl 0
“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus
mengikuti kemaslahatan.

B8 S Y] Lo lio ells 52 345 Y 015
“Harta tidak keluar dari kepemilikan pemiliknya kecuali dengan sebab
yang sah secara syari.”

baie Gl 548 0,50 Y 35 (e

“Barang siapa yang memegang harta milik orang lain, maka harta itu
menjadi amanah di tangannya.”

2Bl 3iall w30) alidl Siall Yani
“Bahaya khusus boleh ditanggung untuk menghilangkan bahaya yang
lebih besar (umum).”

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para fuqgaha, antara lain:

a. Pendapat yang mengandung makna tentang bolehnya
penggunaan uang elektronik, antara lain:

1) Pendapat Imam Malik dalam kitab Al-Mudawwanah al-Kubra,
Imam Sahnun bin Sa‘id at-Tantikhi, Jilid 3, Halaman 90:

RS R LN T e [N TS E A R
Bt 63115 23l
“Andaikan masyarakat membolehkan uang dibuat dari kulit dan

dijadikan sebagai alat tukar, pasti saya melarang uang kulit itu
ditukar dengan emas dan perak secara tidak tunai”.

2) Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, Imam Abi
Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Hazm al-Andalusi, Jilid 8,
Halaman 477:

SRR SUazbY) 18T 885 03l e )55 Y . a3 548 Wi Soa o I8

3 3 Gai ¥ onalls Calll e
“Segala sesuatu yang boleh dijual, maka ia boleh dijadikan harga
(alat tukar) .. Dan kami tidak tahu dari mana datangnya
pembatasan kalian bahwa alat tukar hanya terbatas pada emas

dan perak, padahal tidak ada nash (teks syariat) yang
menetapkannya.”

b. Pendapat Imam al-Nawawi di kitab Syarh Sahih Muslim, juz 11,
hlm. 5, Beirut: Dar al-Ma'rifah tentang larangan mengambil harta
orang lain tanpa hak:

¥ 88 ¥ e JI5aT &1 e Ooadnl aast @ Lass S5l ALY U
- gi,

I Gaiag Gumle 8 i3] i AST13) 4015 A Lud ey
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Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata:

“Para ulama sepakat bahwa harta seorang Muslim tidak halal
diambil kecuali dengan kerelaannya. Barang siapa mengambilnya
tanpa izin, 6manah6 telah melakukan perampasan (ghasb) dan
wajib menanggung (mengganti) harta tersebut.”

c. Pendapat al-Imam al-Qurtubi tentang 6émanah dan kewajiban
menjaganya di kitab al-Jami‘ li ahkam al-Qur’an, juz 5, hlm. 256,
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah:

30 o 138 (25 5 (55 08 9 L ol A0LY1- 1) s 2o A1 A1 B
A G e 3a3 4 alis

“Amanah  wajib dijaga dalam segala hal. Siapa yang
meremehkannya, 6manah6 wajib mengganti (menanggung
kerugian), karena hal itu termasuk pelanggaran terhadap hak orang
lain.”

d. Pendapat al-Imam Ibn Qudamah tentang kewajiban mengganti
kerugian (Dhaman) dalam titipan, di kitab al-Mughni, juz 4, hlm.
239, Beirut: Dar al-Fikr):

w _ oz 3 T%

Qa4

3@ 3

ress 153 31 3330001 5aT 15) A daa Ba105 23 ALY G
Lo S50 of 03Il W) Gyasad o &1 L)

“Apabila orang yang diberi titipan (mustawda’) berbuat melampaui

batas atau lalai, 6manah6 wajib mengganti rugi. Sebab, 6manah
tidak menimbulkan tanggungan kecuali karena pelanggaran atau
kelalaian.”

e. Pendapat al-Imam asy-Syatib1 tentang hak kepemilikan tidak gugur
dengan waktu, di kitab al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari‘ah, juz 2, hlm.
10, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).:

5> Ui ¥ (A @ Ladi e U151 Q) dasg Ll ALY I

e (£54 il 3] oo
“Harta termasuk hal yang wajib dijaga dalam syariat, dan hak
pemiliknya tidak gugur kecuali dengan sebab syar‘l yang sah.”

f. Pendapat al-Imam asy-Syafil tentang larangan gharar
(ketidakjelasan) dan zalim, di kitab, al-Umm, juz 3, hlm. 29, Beirut:
Dar al-Ma'rifah):

6352185 43 51 Bladl Joies au I8 Jadle 2 dasg Lasl Bl ALY U
elladts ¢ U1 )

Gharar 6manabh setiap jual beli yang tidak diketahui akibatnya, atau

mengandung ketidakjelasan yang dapat menimbulkan sengketa dan
kezaliman.”

g. Pendapat al-Imam an-Nawawi tentang haramnya jual beli yang
ada ketidakjelasan dalam akad (gharar), di kitab Syarh Sahih
Muslim, juz 10, hlm. 156, Beirut: Dar al-Ma‘rifah):

CEE 5« padl p eyt e 2l gas i d dass o3l aleY1 OB

@.ﬁaﬂg #1515 Jb Ll JUI KT ) oadd &1 48
“Para ulama telah sepakat tentang haramnya jual beli gharar.
Sebab diharamkannya 6manah karena dapat menjerumuskan

kepada pengambilan harta secara batil, menimbulkan perselisihan,
dan kezaliman.”
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h. Pendapat al-Imam Ibn ‘Abidin tentang prinsip 7mana dan
keadilan dalam Transaksi, di kitab Radd al-Muhtar ‘ala ad-Durr al-
Mukhtar, juz 4, hlm. 67, Beirut: Dar al-Fikr):

1306 oiskall s Ul oMl 3 el A dasy sl 330 Y1 5
il (o iy IO Uoxg W5 2801 (g Lyl G
“Prinsip dasar dalam muamalah 7manah adanya kerelaan antara

kedua belah pihak. Jika kerelaan hilang, maka akad menjadi batal,
dan tidak halal harta diperoleh tanpa 7mana pemiliknya.”

i. Pendapatal-Imam an-Nawawi tentang akad wadi‘ah yad damanah
(titipan yang dijamin), di kitab al-Majmi‘ Syarh al-Muhadzdzab,
juz 9, hlm. 351, Beirut: Dar al-Fikr.):

Lalls 5 Gapasdl Janisl 48 $553adl O8 13) A dang Lasdll ALY 1B

LY 3 Giaks jle Y (LEAN BLEL Lo (L
“Apabila  orang yang menerima titipan (al-mustawda’)
menggunakan barang titipan itu atau melanggar ketentuannya,
7manah?7 wajib menanggungnya (damin) berdasarkan kesepakatan
para fuqaha, karena ia telah melampaui batas dalam menjaga
7manah.”

j. Pendapat Imam Nawawi tentang barang temuan yang tidak
diketahui pemiliknya:

L LY an 5 3 2o lo Cagad T 1306 (i gl o 33 L
L& 5k 13 a3 cpbh an

“Wajib mengumumkan barang temuan selama satu tahun. Jika
pemiliknya tidak diketahui, maka penemu boleh memanfaatkannya,
dengan syarat tetap wajib mengembalikannya jika pemiliknya
muncul.”

k. Pendapat Ibnu Hajar Al Haitami tentang perpindahan kepemilikan
kepada ahli waris, di kitab Tuhfatul Mukhtaj, Ibnu Hajar al
Haetami, Juz 6 hal. 383):

las 151 ML) Jatly 4ains Mo o3l gad 255 Y]
“Kecuali setelah kematiannya benar-benar terbukti. Ketika

kematiannya telah dipastikan, maka kepemilikan (hartanya)
berpindah kepada ahli waris secara ijma”.

. Pendapat Ibn Qudamah tentang harta terlantar, di kitab al-Mughni
,Jild 6: 337):

G585 ks Fa P 5Ls i) (asill (833 w35 JUI UL Capad 313

el dalinn 44 Ly 448 LT oY1 I 554

“Apabila pemilik harta tidak diketahui dan tidak mungkin dijangkau,

maka harta itu menjadi mal da’i (harta terlantar), dan kewenangan

pengelolaannya berpindah kepada penguasa untuk mengaturnya
sesuai kemaslahatan kaum Muslimin.”

£
,
i

m. Pendapat al-Maward1 tentang harta yang tidak diketahui dapat
dikelola oleh pemeritah untuk kemaslahatan umat, di kitab al-
Ahkam al-Sultaniyyah (hlm. 233):

s O alapll 5l il Balll § wizdl Pl das JUI 2l Capad (3 13)
el sl Y i §
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“Jika setelah upaya maksimal pemilik harta tidak juga diketahui,
maka penguasa boleh memasukkannya ke baitul mal untuk
kemaslahatan kaum Muslimin”.

n. Pendapat Imam Ibnu Abii Zahrah tentang definisi kepemilikan (al-
milkiyyah), di Muhadarat fi al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-‘Aqd
[Kairo: Dar el-Fikr al-‘Arabi]):

2l pde die g Larlls Bl LILS O 52 4 Lo (4] oliasd]

“Pengkhususan seseorang terhadap harta menurut syara’ sehingga

dia dapat mengendalikan pengelolaan dan mengambil manfaat
darinya, selama tidak ada halangan syar’i.”

o. Pendapat al-Tarmasy tentang hukum uang elektronik, di kitab al-
Mathba’ah al-‘Amirah al-Syarafiyyah bi Mishra al-Mahmiyyah; juz
IV], halaman 29-30).:

pade of pllie 01 a8 sl 2hsl) 35501 § (g3l Lalislg

2

453301 AR5 6 ) blal 053301 Jush (o L Lot 0 bl i sl
03 sl 5 s U aad 801 S s LA 390l s B580
L 585 Cuxiy (801 e Frumio L A a15 (Aighuaall yosldE L )S.' L;ji

31 S 501865 L 0 365 1 e 55 o G381 A

B g ab 13 el
“Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hukum uang
elektronik. Menurut Syekh Salim Samiir dan Habib Abdullah bin
Smith, uang elektronik adalah serupa dengan duyun (hutang-
piutang), dengan mencermati isi kandungannya berupa nuqud yang
bisa digunakan untuk muamalah. Menurut Syekh Muhammad Al-
Unbaby dan Habib Abdullah bin Abu bakar, ia serupa dengan fulus
yang dicetak sehingga hukum bermuamalah dengannya adalah sah
secara total. (Dengan demikian) wajib membayar zakat dengan
harta yang tersimpan di dalam kartu tersebut-menurut ulama-
ulama yang disebut pertama-dengan zakat ‘ain, dan wajib
membayar zakat tijarah-menurut ulama yang disebut terakhir-
sebab kondisinya ketika dipakai untuk perdagangan,”

p. Pendapat Imam Ghazali tentang transaksi itu sah jika ditetapkan
oleh mufti atau pemerintah, di kitab Ihya ulumidin, Juz 1, hal. 420):

...... 5alEails Ldeumy 811 A8 435 e 6,35 28 Alalall &1 ol
“Ketahuilah bahwa suatu transaksi terkadang dilakukan dengan
suatu bentuk yang disahkan oleh mufti.”

g- Pendapat Muhammad bin Ahmad al-Syatiri tentang subtansi akad,
di kitab Syarh al-Yaqut an-Nafis hal. 365):

933-4?-" a,jﬁ—t"‘}g g‘};ﬁ\ 9 t._CJ\ L)}'é ‘]é\_gjéi\ﬂ > /]g L@Lﬂ: 5 3 ‘32@‘5
st e o3alt $3a (AT il aa 88 il S
“Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah subtansinya, bukan

bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teleks dan telegram dan
semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan”
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r. Penjelasan Wahbah al-Zuhaili bahwa tidak ada hak kepemilikan
yang bersifat mutlak bagi makhluk, di kitab al-Figh al-Islami wa
Adillatuhu, Dar al-Fikr, 1985, juz 4, hlm. 299) :

133 SAIL piall (L) alay 344 3h Wil (Elks s 2SIl 35 ol
RS ANERY PSSR HEAFE el NP UNCH VN Bt B Fe TSR &

Nobiua yyiall buxs OF
“Tidak ada hak kepemilikan yang bersifat mutlak. Bagaimanapun
juga, hak senantiasa dibatasi dengan ketiadaan kerugian bagi pihak
lain. Bilamana di kemudian hari ditemui bahwa penggunaan hak
dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu disebabkan
buruknya pemfungsian harta, maka dampak kerugian yang terjadi
harus dipertanggungjawabkan.”

s. Kesepakatan pada Majma‘ al-Figh al-Islami ad-Duwali, Qararat
Majma‘ al-Figh al-Islami, Sidang Tahunan ke-23, Jeddah: OK]I,
2019. Tentang harta tak bertuan:

el Lhiad Cms Al Bia¥ s (glaal lpad ¥ g 01T
G LA 5535 ¥ g, Bl ol 1885 Bl iz Ji8 (0 5105 e

&, o An il Dliasl)
“Harta yang tidak diketahui pemiliknya -termasuk saldo rekening
dorman- wajib dipisahkan dan diumumkan. Pengelolaannya harus

dilakukan oleh lembaga resmi sesuai maqasid al-syari‘ah dan tidak
boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau korporasi”.

t. Definisi tsaman atau nuqud:
1 s Latusll 25 O 1aa Gle %515 (AT JOGEL Laps (K 55 240
38a Yl slazd¥l § By il oladdas o il e ) 668G JB
“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran
dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi
seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’,
Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h.
178)
(agxis e il 3ha¥l of de il alall e Bad el 531 L 25001
(& s ooly deme) poliand¥l Lol WL 2225l G2 5aLal
4u.«4:1Ln.J\ )‘.} g a&).i&.ﬁ‘j 44551 £ 94 ‘3 Bﬁa\.al\ ZL_L..‘U.‘ MLl
YYioe V444
“Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh
masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak
maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan
pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal‘ah Ji, al-Mu‘amalat al-

Maliyyah al-Mu‘ashirah fi Dhau’ al-Figh wa al-Syari‘ah, Beirut: Dar
al-Nafa’is, 1999, h. 23).

2. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik
Syariah.

3. Pedoman Umum DSN-MUI tentang Akad dalam Lembaga Keuangan
Syariah.

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Komisi
Fatwa dan Rapat Pleno Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama
Indonesia 2025 pada tanggal 21-22 November 2025.
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Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN:

:FATWA TENTANG STATUS SALDO KARTU UANG ELEKTRONIK YANG

HILANG

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1.

Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh
pemegang kepada penerbit;

b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti
server atau chip;

c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang
bukan; dan

d. merupakan penerbit uang elektronik tersebut;

. Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara

elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk
kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana

. Penerbit kartu (issuer) adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang

menerbitkan Uang Elektronik.

. Acquirer adalah Bank atau Lembaga Keuangan Selain Bank yang

melakukan kerja sama dengan pedagang, yang dapat memproses data
Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain

. Pemegang adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.

. Pengguna (Pemegang Kartu) adalah orang atau badan yang memiliki

dan/atau menggunakan kartu uang elektronik sebagai alat transaksi,
baik yang terdaftar (registered) maupun tidak terdaftar
(unregistered).

. Kartu Uang Elektronik yang Hilang adalah kondisi di mana kartu uang

elektronik tidak lagi berada dalam penguasaan pemilik atau pengguna
yang sah, baik karena terjatuh, dicuri, atau hilang tanpa diketahui
keberadaannya.

. Hilangnya Saldo adalah keadaan di mana saldo uang elektronik tidak

dapat diakses atau digunakan oleh pengguna karena kesalahan
sistem, gangguan teknis, serangan siber, atau kehilangan akun.

: Ketentuan Hukum
1.

Saldo di dalam kartu uang elektronik pada prinsipnya adalah hak
milik pembeli, meski datanya tersimpan dan/atau dikendalikan oleh
issuer (penerbit kartu).

Jika kartu uang elektronik hilang, saldo yang ada pada kartu tersebut
tetap menjadi hak pemilik kartu, dan pemilik kartu berhak meminta
penerbit untuk mengembalikan saldo atau meminta dibuatkan kartu
uang elektronik baru, karena secara sistem data dan saldo dari kartu
yang hilang masih ada di issuer (penerbit kartu).

. Jika kartu berstatus unregister dan tidak terdapat aktivitas transaksi

dalam jangka waktu tertentu, maka issuer (penerbit kartu) wajib
menempatkan saldo tersebut ke dalam pos dana sosial dan digunakan
untuk kepentingan umum, tidak boleh dimasukkan sebagai
pendapatan usaha.
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4. Orang yang menemukan kartu uang elektronik tidak berhak untuk
menggunakan saldo di dalamnya dan wajib mengembalikan kepada
pemilik atau issuer (penerbit kartu).

5. Jika pemilik kartu uang elektronik tidak diketahui, orang yang
menemukan wajib mengembalikan kepada issuer (penerbit kartu),
untuk selanjutnya dilakukan tindaklanjut sebagaimana ketentuan
pada angka 2 dan 3.

Ketiga : Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR perlu menyusun regulasi mengenai ketentuan
uang elektronik harus teregistrasi sehingga dapat lebih menjamin dan
melindungi hak masyarakat.

2. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus
menyusun regulasi dan melakukan pengawasan terhadap dana
nasabah yang potensial hilang serta menjamin pemanfaatan dana
tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak atau untuk
kepentingan publik.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan,
akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan
fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1Jumadal Akhir 1447 H.
22 November 2025 M.
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